
PERINGATAN Hari Nusantara (Har-

nus) 13 Desember 2020 mungkin tidak se-

meriah tahun-tahun sebelumnya akibat

pandemi Covid-19. Namun, antusiasme

memeringati semangat wawasan nusan-

tara dan kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) sebagai nega-

ra kepulauan tetap menggelora. Tema

Harnus 2020 yang diangkat oleh Ke-

menkomarves yaitu ‘Potensi Bahari un-

tuk Ekonomi Era Digital’.

Tema ini seyogyanya menempatkan

dua (2) hal penting terkait bahari nusan-

tara yaitu kedaulatan negara kepulauan

dan potensi kekayaan sumberdaya laut

NKRI. Dua hal ini merupakan satu kesat-

uan yang tidak terpisahkan, utamanya

dalam mendukung pembangunan bangsa

Indonesia. Keduanya juga sangat penting

sebagai kunci bagi NKRI menghadapi

berbagai macam disrupsi, termasuk

covid-19.

Penguatan ekonomi NKRI era digital

sudah seharusnya mendasarkan pada

potensi sumberdaya bahari yang dimiliki.

Tentu saja harus selalu mengedepankan

keberlanjutan dan tidak bersifat ek-

sploitatif, apalagi ekstraktif.

Literasi Bahari

Hari Bahari Sejagat (World Ocean Day)

2020 menegaskan dasa warsa ini ditandai

dengan perlunya menegakkan kembali

literasi bahari, khususnya di kalangan ge-

nerasi muda. Literasi bahari dimaksud-

kan tidak hanya sekedar ‘tahu’ tentang

seluk-beluk bahari, kelautan, dan mar-

itim, tetapi juga menuntut manusia un-

tuk proaktif terlibat dalam menjaga ‘kese-

hatan’ dan keberlanjutan bahari dunia.

Literasi bahari sangat selaras dengan tu-

juan pembangunan berkelanjutan

(SDGs), khususnya menghadapi perubah-

an iklim, pencemaran, dan eksploitasi

sumberdaya laut.

Literasi bahari ‘model’ NKRI

barangkali dapat diwujudkan menjadi bu-

daya bahari nusantara, yang senantiasa

bersifat adaptif terhadap perkembangan

zaman. Literasi bahari akan menjadi

bekal bagi generasi muda dalam memper-

tahankan kesatuan dan kedaulatan

kawasan NKRI serta mengembangkan

sumberdaya laut untuk menunjang kese-

jahteraan bangsa. 

Kemenkomarves menyebutkan potensi

sumberdaya bahari NKRI berkisar Rp

3.000 triliun per tahun. Namun, belum

banyak pihak yang tertarik mewujudkan

potensi tersebut menjadi barang dan jasa

yang menghasilkan pendapatan bagi

bangsa ini. Di banyak negara, sumber-

daya bahari telah dimanfaatkan, bukan

hanya untuk mendongkrak perekonomi-

an, tetapi juga untuk mendukung pem-

bangunan negara-negara tersebut.

Ekonomi bahari, menurut laporan

Konferensi Badan Dunia tentang

Perdagangan dan Pembangunan (UNC-

TAD) September 2020, merupakan

kegiatan yang paling banyak merugi saat

pandemi covid-19. Berbagai cara inovatif

untuk mengatasi permasalahan yang ju-

ga melanda pelaku ekonomi bahari di

Indonesia, antara lain membentuk

UMKM berbasis digital, corporate social

responsibility (CSR), bauran

pembiayaan (blended fi-

nancing), hibah filantropi

(philantrophic funds), dst.

Pada era digital ini, ino-

vasi dan kreativitas pelaku

ekonomi bahari justeru

mendapatkan tantangan.

Penyedia jasa transportasi

(khususnya kargo atau pen-

giriman barang) dan bahan

makanan dari laut, misal-

nya masih dapat men-

jalankan bisnis, meskipun

dengan skala yang jauh

lebih kecil dari sebelumnya.

Kebutuhan dasar hidup

manusia harus terpenuhi,

sehingga pengiriman barang dan makan-

an akan tetap berjalan. Tentunya makin

‘dipermudah’ dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan media sosial.

Wasana Kata

Hingar-bingar peringatan Harnus ta-

hun 2020 memang sebaiknya dialihkan

menjadi kegiatan nyata yakni memperku-

at daya lentur (resiliency) dan daya pulih

(recovery) pelaku ekonomi bahari, khusus-

nya UMKM. Penggerak UMKM, yang

umumnya para perempuan, merupakan

kelompok paling rentan dalam tatanan

sosial-ekonomi. Pemulihan ekonomi ba-

hari sebagai arus utama pembangunan

Indonesia perlu didukung dan didorong

pelaksanaannya.

Semangat Harnus dalam mem-

perkokoh kesatuan dan keutuhan NKRI

dapat diwujudkan dalam penguasaan

literasi bahari di kalangan generasi mu-

da. Literasi bahari di era digital akan

memperbesar peluang terwujudnya

penguatan ekonomi dan peningkatan ke-

sejahteraan bangsa Indonesia pasca-

Covid-19. ❑
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Masyarakat jangan lengah hadapai Covid-19.

-- Negara juga tak boleh lengah.

***

Libur akhir tahun, ASN dan guru di rumah sa-

ja.

-- Lebih aman, gaji pun tetap.

***

Mayoritas tempat usaha belum disiplin prokes.

-- Tugas aparat tegakkan hukum tanpa

tebang pilih.

Transparansi Proses Hukum HRS

Mempererat SMK dengan Iduka
HASIL pendidikan sistem ganda

(PSG) yang link and match dan

diperkuat Inpres No 9 Tahun 2016 ten-

tang Revitalisasi SMK, telah menun-

jukkan titik terang, dan semakin nam-

pak antara sekolah kejuruan dengan

Industri dunia usaha dan dunia kerja

(Iduka). Kerja sama yang dibangun an-

tara dua institusi yakni pendidikan

keahlian SMK dengan Iduka yang di-

fasilitasi oleh pemerintah melalui ber-

bagai program kegiatan akan memper-

erat hubungan keduanya. Program itu

di antaranya center of excellence, bu-

daya kerja Iduka, pameran produk

karya siswa dan start up bisnis serta

fasilitasi peralatan praktik siswa SMK. 

SMK sebagai pusat keunggulan

meliputi pelaksanaan kegiatan sinkro-

nisasi kurikulum, yakni kurikulum SMK

disesuaikan dengan kompetensi yang

ada di industri pasangan, praktik kerja

lapangan untuk siswa di Iduka yang di-

latih oleh pembimbing atau instruktur

dari Iduka, magang guru produktif,

mempertajam kompetensi guru di in-

dustri, praktik kerja lapangan bagi

siswa yang dibimbing dan dilatih oleh

industri, kelas industri. Siswa dibekali

kompetensi di sekolah oleh guru pro-

duktif yang dilatih industri, kemudian

siswa setelah mendapat kompetensi di

sekolah baru dikirim praktik di industri

(dual sistem).

Sertifikasi oleh Iduka bagi guru pro-

duktif maupun bagi siswa, legalisasi

kompetensi sampai dinyatakan kompe-

ten oleh Iduka dan yang jauh lebih pen-

ting adalah rekrutmen. Bagi lulusan

yang sudah kompeten dan memenuhi

syarat bisa direkrut di Iduka, bahkan

sebelum lulus dengan sistem ijon

terkadang industri sudah merekrut.

Setelah lulusan diterima kerja

langkah selanjutnya adalah peman-

tauan dan evaluasi pekerjaan alumni di

Iduka tentang kedisiplinan, kompeten-

si, bahkan prestasi karirnya, serta out

come dan impact terhadap sekolah,

kerja sama yang terus menerus atau

berkesinambungan yang saling meng-

untungkan.

Program budaya kerja Iduka, siswa

di sekolah mulai kelas X dilatih ke-

tarunaan yang mengarah kepada nilai-

nilai kedisiplinan, wawasan kebang-

saan serta budaya industri 5R (Ring-

kas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin),

penguatan pendidikan karakter NKRI

Go (Nasionalis, Kemandirian, Religius,

Integritas dan Gotong Royong), ke-

semaptaan, dan penguatan fisik.

Kegiatan pameran produk hasil pem-

belajaran siswa dan start up bisnis

yang difasilitasi oleh bantuan pemerin-

tah menjadikan produk-produk karya

siswa hasil pembelajaran teaching fac-

tory (Tefa), dipamerkan dengan meng-

undang stakeholder seperti Iduka, Di-

nas Pendidikan, komite sekolah, serta

karya terpublikasikan ke masyarakat

luas tentang kelayakan nilai jual dan

kompetitifnya produk yang dipasarkan.

Hasil karya produk siswa dinilai oleh

Iduka tentang spesifikasi produk, nilai

kelayakannya dan standar kualitas.  ❑

Eko Mulyadi MSi, Guru Fisika dan

Wakasek Humas SMKN 3 Yogya.

INDONESIA sebagai negara

hukum masih harus menjalani ujian

panjang melalui berbagai peristiwa

yang belakangan ini marak dan ramai

diperbincangkan orang. Salah satu-

nya adalah proses hukum terhadap

pimpinan Front Pembela Islam (FPI)

Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait de-

ngan dugaan pelanggaran protokol

kesehatan, yakni menyangkut pelang-

garan kekarantinaan kesehatan pada

akad nikah putrinya di Petamburan

Jakarta Pusat. Perkembangan terkini,

HRS mendatangi Polda Metro Jaya

untuk diperiksa sebagai tersangka

dan siap ditahan. Pada akhirnya polisi

pun menahan HRS.

Dalam konteks inilah kita layak

mengapresasi ketaatan hukum HRS.

Itulah sebenarnya yang dikehendaki

negara hukum. Bahwa seseorang,

siapapun dia, tidak boleh diperlakukan

semena-mena,  apalagi dihukum tan-

pa melalui proses hukum. Selanjut-

nya, dalam proses hukum nanti harus

dipaparkan secara transparan kepada

publik�tentu bukan terkait hal-hal tek-

nis penyidikan yang menjadi kewe-

nangan kepolisian�melainkan lebih

pada bagaimana hukum itu dite-

gakkan, bagaimana  aparat memper-

lakukan tersangka, apakah selama

menjalani proses hukum itu tersangka

telah diperlakukan secara benar dan

manusiawi. Tentu publik berhak tahu

dan boleh mengontrol kinerja aparat.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua

DPR RI Ahmad Sahroni, Komisi III

akan terus mengawal kasus dugaan

pelanggaran protokol kesehatan

Covid-19 agar diproses secara terbu-

ka (KR 13/12). Penanganan kasus se-

cara terbuka ini sekaligus juga seba-

gai wujud pertanggungjawaban

aparat kepolisian kepada publik.

Dalam kaitan itu, kita juga mendo-

rong aparat kepolisianmemproses ka-

sus pelanggaran protokol kesehatan

lainnya yang tersebar di Tanah Air.

Kita ingin menghilangkan kesan pene-

gakan hukum yang diskriminatif atau

tebang pilih. Atau, anggaplah proses

hukum terhadap HRS menjadi pijakan

untuk mengusut kasus serupa lain-

nya.

Bila kita cermati, tim penasihat

hukum HRS juga mengingatkan agar

kasus HRS tidak mengalihkan perha-

tian  insiden penembakan 6 anggota

FPI oleh aparat kepolisian pada Senin

(7/12) dini hari lalu. Lagi-lagi, inilah

konsekuensi Indonesia sebagai ne-

gara hukum, siapapun berhak untuk

hidup, dan hak untuk hidup ini tak bisa

dikurangi sedikitpun sebagaiama

amanat konstitusi. Implementasinya,

penembakan mati  terhadap   6 ang-

gota FPI oleh aparat kepolisian tetap

harus dipertanggungjawabkan.

Harus ada proses hukum terhadap

kasus tersebut. Pertanyaan penting-

nya, mengapa 6 anggota FPI itu harus

ditembak mati, benarkah ada kondisi

darurat yang mengancam jiwa aparat

? Bukankah mereka yang ditembak

adalah warga biasa dan bukan teroris

? Kalaupun mengancam, bukankah

lebih baik mereka dilumpuhkan agar

bisa dibawa ke pengadilan untuk di-

adili ? Inilah sederet pertanyaan yang

belum menemukan jawab.

Wajar bila kemudian  PP Muham-

madiyah mendesak Komnas HAM

melakukan penyelidikan secara me-

nyeluruh terhadap insiden penem-

bakan 6 anggota FPI. Ini sama sekali

tak ada kaitan soal membela FPI atau

tidak, melainkan menghormati nyawa

atau hak hidup seseorang.  Hemat ki-

ta, harus dibentuk tim independen un-

tuk mengusut insiden penembakan

tersebut. Kita harus menunjukkan

kepada dunia internasional  bahwa

negara kita memang negara hukum

(rechtsstaat), bukan negara kekuasa-

an (machtsstaat). Pun kita menghen-

daki proses hukum yang adil dan se-

mestinya  (due process of law).  ❑

Menata Kesejahteraan dan Manajemen Guru
KETUA DPR RI Puan Maharani me-

minta pemerintah meningkatkan perha-

tian dan kesejahteraan para guru,

khusunya pada guru honorer. Pernyataan

yang layak disimak dan semoga bukan

pepesan kosong. Para guru berharap, seti-

daknya pemerintah benar-benar mere-

spons dengan langkah nyata permintaan

Ketua DPR itu.  

Pada sisi yang lain, pernyataan Ketua

DPR dapat dimaknai sebagai bentuk

pengakuan atas kesejahteraan guru ho-

norer yang belum mendapat perhatian

pemerintah. Jika ukuran kesejahtera-

an guru honorer adalah  imbalan jerih

payah pengabdiannya, bagai jauh

panggang dari api. Jerih payahnya

tidak sebanding dengan imbalan yang

diterima dan jauh dari kategori layak. 

Tataran Kebijakan

Menyoal kesejahteraan guru ho-

norer di tanah air tercinta bukan hal

baru. Tidak sebatas gunjingan non-

formal dan opini publik di media mas-

sa, tidak kurang kajian akademik da-

lam berbagai seminar, diskusi, dan

bahkan penelitian ilmiah banyak

membahas problematika guru ho-

norer. Pada tataran kebijakan, peme-

rintah pun telah melakukan upaya

memperbaiki kesejahteraan guru ho-

norer.  Tetapi kebijakan yang diambil

belum mampu menyelesaikan akar

masalah guru honorer itu sendiri. 

Salah satu contoh upaya menyejahter-

akan guru honorer melalui kebijakan gu-

ru bantu.  Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 034/U/2003 tentang guru

bantu malah menyisakan banyak per-

soalan.  Di antaranya tidak tercapainya

maksud memenuhi kebutuhan guru baik

untuk sekolah negeri maupun swasta.

Awalnya sekolah swasta diuntungkan de-

ngan kebijakan guru bantu. Guru  ho-

norer pada sekolah swasta diangkat men-

jadi guru bantu dan ditempatkan pada

sekolah asalnya. Menjadi malapetaka

ketika guru bantu diangkat sebagai guru

pegawai negeri sipil. Guru bantu yang lo-

los seleksi Calon Pegamai Negeri Sipil

(CPNS) ditarik dari sekolah asalnya

mengajar dan ditugaskan pada sekolah

negeri. Sekolah swasta ‘gigit jari’ dan

kekurangan guru.

Konsep dasar otonomi daerah yang

merupakan grand design pembagian

kekuasaan pengelolaan kewenangan

pusat dan daerah, baik daerah provinsi

maupun kabupaten/kota terimplementasi

tidak konsisten. Urusan pendidikan se-

jatinya termasuk urusan yang

diotonomikan kepada pemerintah daerah.

Namun ketika harus berhadapan dengan

persoalan guru madrasah, dimana ma-

drasah berada dalam naungan Kemen-

terian Agama yang kewenangannya tidak

diotonomikan, dilema pun terjadi. 

Persoalan pengelolaan guru madrasah

versus otonomi pendidikan belum mem-

peroleh jalan ke luar, terbit Undang-un-

dang  Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah yang salah satu di

antaranya mengatur sebagian kewenang-

an pengelolaan pendidikan ditarik dari

pemerintah kabupaten/kota ke pemerin-

tah provinsi. Dalam hal pengelolaan pen-

didikan, pemerintah provinsi berwenang

mengelola Sekolah Menengah Atas

(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) ter-

masuk di dalamnya pengelolaan guru dan

tenaga kependidikannya.

Komprehensif

Upaya meningkatkan kesejahteraan

guru honorer tidak terlepas dari manaje-

men guru pada umumnya. Ketika mana-

jemen guru secara nasional belum tertata

dengan baik, tampaknya kebijakan ten-

tang guru termasuk guru honorer akan

selalu parsial dan insidental. Misalnya

bantuan subsidi upah (BSU) dan guru

Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK).

Alangkah baiknya pemerintah ber-

kenan mengkaji manajemen guru seca-

ra  komprehensif dan berkelanjutan.

Bukan semata-mata demi kesejahtera-

an guru honorer, tetapi menyangkut

masa depan guru dan masa depan pen-

didikan secara nasional. Jika perlu ka-

jian dimulai dari sinkronisasi berbagai

undang-undang yang mengatur pen-

didikan ditautkan kembali dengan

alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dan

pasal 31 UUD 1945.

Perhatian pemerintah terhadap kese-

jahetaraan guru honorer melalui real-

isasi BSU sebesar Rp 600.000 setiap bu-

lan dalam jangka waktu tiga bulan patut

disyukuri. Tetapi BSU tidak menjamin

masa depan guru honorer. Para guru ho-

norer mendambakan kesejahteraan masa

depan yang lebih baik dan lebih pasti. ❑

*) Ki Sugeng Subagya,  praktisi pen-

didikan dan kebudayaan. 
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Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd  Kepala Biro :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.  Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih partisi-

pasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel

untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara

535  - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai

isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 


